BAB Il

LANDASAN TEORI

Pada dasarnya kerjasama dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu kerjasama

dalam sektor perniagaan dan Kkerja alam sektor pertanian. Umtuk lebih

jelasnya akan diterangkan di b

dalam sektor per a macam, yaitu

syirkah

gertian Syirkah atau Musya>rakah

arikah atau

Istilah lain dari musyara>kah

& Menurut bahasa arab, rasal dari kata

il mudhari’),

dasar); yang

artinya menjadi u syarikat (kamus al munawar)
menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua
bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu
bagian dengan bagian lainnya.’® Sedangkan pengertian syirkah
secara istilah, dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai

berikut:

'8 Heri sudarsono, Bank dan lembaga keuangan syariah, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003),67.
19 Abdul Rahman Gazaly, Figih Muamalah...,127.
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1. Definisi syirkah menurut sayyid sabiq, ialah: “Akad

antara dua orang dalam (penanaman) modal dan
(pembagian) keuntungan”

Definisi  syirkah menurut tagiyuddin abi bakar
Muhammad al-Husaini, ialah: “Ungkapan tentang
penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua
orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui”
Definisi  menurut wahbah az zuhaili, ialah:
“Kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha”.
Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang
dinamakan syirkah yaitu kerja sama antara dua orang
atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau
kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian
keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh
pihak-pihak yang bersyerikat. Musya>rakah adalah
akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik
modal (mitra musya>rakah) untuk menggabungkan
modal dan melakukan usaha secara bersama dalam
suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai
dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung

secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.®

“1bid.
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b. Dasar Hukum Syirkah

1. QS. Shad ayat 24 :

1tz el ) e o apdans s ST 52 S Gy

a8

5
P . oo &

= - S T« <.

(;%j...r_bl.n */jg/_,;zégaﬂ‘)ld}&)

N

[3

‘...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-
orang yang berserikat itu sebahagian mereka
berbuat zalim kepada sebahagian yang lain,
kecuali orang orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh; dan amat
sedikitlah mereka ini"...(Q.S. Shaat ayat 24).

Artinya:

2. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah
SAW berkata :

13618 dsalia Laadal (i alle (€ al Gl U &) s

logia (o G agdla
Artinya: “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga
dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu
pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah
satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari
mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-

Hakim, dari Abu Hurairah).”*

c. Rukun dan syarat syirkah

Dari segi hukumnya melakukan Kkerjasama dengan
menggunakan sistem musya>rakah adalah suatu hal yang
dibenarkan dalam Islam. Keabsahannya juga bergantung pada
syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Adapun

rukun musya>rakah yang disepakati oleh jumhur ulama

adalah:

!Qomarul Huda, “Figh Muamalah”, (Yogyakarta: teras, 2011), 100.



17

1. Si>hgat (lafal) ijab dan gabul

2. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha

3. Obyek akad, yaitu modal (ma>l), kerja (dharabah), dan
keuntungan (ribh).?

Si>ghah al-agad merupakan rukun akad yang terpenting,
karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang
melakukan akad (transaksi). Sighah al-agad dinyatakan melalui
ijab dan gabul, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami

b. Antara ijab dan gabul harus dapat kesesuaian

c. Pernyataan ijabdan gabul itu harus sesuai dengan kehendak
masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Dalam akad kerja samamusya>rakah, pernyataan ijab gabul
harus menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad juga harus cakap
hukum seperti berkompeten dalam memberikan atau diberikan
kekuasaan perwakilan. Selain itu juga setiap mitra harus
menyediakan dana dan pekerjaan. Selain itu juga setiap mitra
kerja bolen mewakilkan kerjanya kepada mitra yang lain
dengan perjanjian yang disepakati bersama. Sedangkan syarat
syirkah secara umum adalah:

a. Harus mengenai tasharruf yang dapat diw

2|pid., 101.
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. akilkan

Pembagian keuntungan yang jelas
Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan,

bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.?

Macam-macam Syirkah

Macam-macam syirkah adalah sebagai beriku®*:

. Syirkah al-milk (kerjasama non kontraktual),

mengimplikasikan kepemilikan bersama dan terjadi ketika
dua atau lebih orang secara kebetulan mendapatkan
kepemilikan bersama beberapa aset tanpa melalui
persetujuan kerja sama. Contohnya yaitu seperti menerima
hibah atau wasiat secara bersama-sama. Hak kepemilikan
tanpa akad disebabkan oleh dua sebab:

1) Ikhtiari yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan
hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat
membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah,
wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini
menjadi harta serikatbagi mereka berdua.

2) Jabari yaitu persereikatan yang muncul secara paksa
bukan keinginan orang yang berserikat. Artinya hak
milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki

oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima

2|bid., 102.

**Mardani, Figih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 220.



19

dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini
menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki
hak warisan.

2. Syirkah al-ugud menunjukkan kebersamaan dua atau lebih
orang untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan
membagi keuntungan dengan investasi bersama sebagai
kelaziman pada periode pembentukan kerjasama tersebut,
berupa kerjasama dalam jumlah modal tertentu.**Syirkahal-
uqud terbagi menjadi:

1) Syirkah Inan yaitu penggabungan harta atau maodal dua
orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya.

2) Syirkah al-mufa>wadhah vyaitu perserikatan dimana
modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka
lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan
keuntungan dibagi rata. Menurut Sayyid Sabig ada
beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait dengan
syirkah al-mufa>wadhabh, yaitu:

a. Jumlah modal masing-masing sama, jika beda maka
tidak sah
b. memiliki kewenangan bertindak yang sama.

c. Memiliki agama yang sama

% bid.
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d. Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi
penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau
dijual.

3) Syirkah al-Abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja
yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan
kesepakatan.

4) Syirkah Wujuh yaitu perserikatan tanpa modal, artinya
dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal,
yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik
dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka.

5) Syirkah Mudha>rabah yaitu persetujuan antara pemilik
modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari
pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang
keuntungannya dibagi sesuai dengan ksepakatan
bersama.

e. Berakhirnya syirkah
Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad
syirkah, yaitu®:
1. Salah satu pihak mengundurkan diri.
2. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
3. Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak hukum,

seperti: gila yang sulit disembuhkan.

2 Hm. Dumairi Nor, Ekonomi Syariah Versi Salaf, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 96.
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4. Salah satu pihak murtad dan memerangi Islam.

2. Mudha>rabah

a. Pengertian

Dibawah ini a eberapa pengertian mudha>rabah dari

beberapa su an sebagai acuan, yaitu:
Mudha>rabahberasal dari kata dharaba, berarti memukul atau
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya
adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam
menjalankan usaha. Dan secara tehnis, mudha>rabahadalah
akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama
(pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak
kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan
keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan
sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola
dana.?’

b. Landasan Mudha>rabah

1. Al-Qur’an surat al-Muzzammil ayat 20 yaitu:

. &8 =2 - 2 -

b
.7 4 :"’. S &7 Y ~ {/9/ .9;"‘ s . . . S Rt
Lgc)}l,:_'_q_g Q)J.>-|;) f‘”‘d““"uf u)x'-guo)\“ G OR =2 Oﬁj"“ﬁ
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2" Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.
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Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari
sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi
berperang di jalan Allah...” (al-Muzzammil: 20)

2. Al-Qur’an surat al-Bagarah ayat 198 yaitu:

£a _4

T s P w//,‘f,{,,: PR
() 505 e Db el O L femile G

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki
hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (al-Bagarah: 198)

3. Al-Hadist

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai
mudha>rabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia

(mudha>rib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan

yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau
membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).?®
c. Rukun Mudha>rabah
Rukun mudha>rabah ada enam macam, yaitu:
1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang
diterima dari pemilik barang
3. Akad mudha>rabah, dilakkan oleh pemilik dengan
pengelola barang

4. Ma>l, yaitu harta pokok atau modal

2 |bid.
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5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga
menghasilkan laba
6. Keuntngan
d. Syarat Mudha>rabah
Syarat-syarat sah mudha>rabahberhubungan dengan
rukun-rukunmudha>rabahitu  sendiri.  Syarat-syarat  sah

Imudha>rabahadalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk ang tunai.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu
melakukan tasarf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih
kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dalam

pengampan

3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan
antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan
dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua
belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik
modal harus jelas pesentasenya.

5. Melafazdkan ijab dari pemilik modal dan gabul dari pengelola

6. Mudha>rabah bersifat mutlak, pemilik kodal tidak mengikat
pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu,

memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu
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tertentu, sementara diwaktu-waktu lain tidak terkena
persyaratan.?
e. Jenis-jenis Mudha>rabah
Secara umum mudha>rabahterdiri dari dua jenis, yaitu*°:

1. Mudha>rabahmuthlagah, adalah mudha>rabahdimana
pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana
dalam pengelolaan investasinya.

2. Mudha>rabah mugayyadah, adalah mudha>rabahdimana

pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana,

antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
Seiring dengan perkembangannya, ada satu jenis
mudharabah  lagi  yaitu  “mudha>rabahmusytarakah”.
Mudha>rabahmusytarakah adalah bentuk mudha>rabahdimana
pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam

kerjasama investasi.

2 HM. Dumairi Nor, Ekonomi syariah..., 12.
% |bid.
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B. Kerjasama dalam Sektor Pertanian
Bentuk kerjasama dalam sektor pertanian yaitu terdiri darimusaqgah,
muzaro 'ah dan mukha>barah:
1. Musagah
a. Pengertian
Secara etimologi kalimat musagah itu berasal dari kata al-saqa
yang artinya seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur

(mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya supaya

mendatangkan kemashlahatan dan mendapatkan bagian tertentu

dari hasil yang di urus.**Secara terminologis al-musagah
didefinisikan oleh para ulama®:

1) Abdurahman al-Jaziri, al-musagah ialah agad untuk
pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian ) dan yang
lainya dengan syarat syarat tertentu.

2) Malikiyah, bahwa al-musagah ialah sesuatu yang tumbuh.
Menurut Malikiyah, tentang sesuatu yang tumbuh di tanah
dibagi menjadi lima macam:

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon
tersebut berbuah, buah itu di petik serta pohon tersebut
tetap ada dengan waktu yang lama, seperti pohon anggur

dan zaitun;

3! Abdul Rahman, Figih Muamalah..., 109.
*|hid., 110.
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b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap tetapi tidak berubah,
seperti pohon kayu keras, karet dan jati;

c. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat tetapi berbuah dan
dapat di petik, seperti padi dan qatsha’ah;

d. Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya
yang dapat di petik, tetapi memiliki kembang yang
bermanfaat seperti bunga mawar;

e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai
suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang
ditanam dihalaman rumah dan di tempat lainya.

Menurut Syafi’iyah yang dimaksud dengan al-musagah ialah
memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan
anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan
menyiram, memelihara dan menjaganya dan bagi pekerja
memperoleh bagian tertentu dari buah yang di hasilkan pohon-
pohon tersebut.

Menurut Hanabilah bahwa al-musagah itu mencakup dua

masalah:

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti
pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada
buahnya yang dimakan sebagian tertentu dari buah pohon

tersebut, sepertiganya atau setengahnya;
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2. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut
belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut
ditanamkan pada tanahnya, yang menanam akan
memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang
ditanamnya, yang kedua ini disebut dengan munashabah
mugharasah, karena pemilik menyerahkan tanah dan
pohon-pohon untuk ditanamkanya.

5) Menurut Syaikh Shihab al-Din al-Qolyubi dan Syaikh
Umairah, bahwa al-musagah ialah memperkerjakan manusia
untuk menguruspohon dengan menyiram dan memeliharanya
dan hasil yang dirizkikan allah dari pohon untuk mereka
berdua.

6) Menurut Hasbi ash-Shiddigie yang di maksud dengan al-
musagah adalah syarikat pertanian untuk memperoleh hasil
dari pepohonan.

Setelah diketahui semua definisi dari ahli figih, maka
secara esensial al-musagah itu adalah sebuah bentuk kerja
sama pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar
kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga dapat memberikan
hasil yang baik dan dari hasil itu akan di bagi menjadi dua

sesuai denagn agad yang telah disepakati.*

*Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah..., 100.
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b. Dalil dan Dasar Hukum Musagah
Dalil dan dasar hukum musagah yaitu**:

1. Hadits dari Ibnu ‘Umar ra. yaitu:
o e oo Y EAPS el_uj ade &) Ja &) Jeu)y o
€55 0 e e 3
Artinya: “Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di

Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau
buah-buahan hasil garapan lahan tersebut.”

2. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu a'nhu, ia berkata:

Ul g oy U nd) olly allle Q) i 1) USYT 18
Ja Al
NP A W PR SN I E P S R - S
VLol gl 5llEs Al

Artinya: “Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi Shallallahu
‘alaihi wa sallam bagilah pohon kurma antara kami dan
sahabat-sahabat kami. Beliau menjawab, ‘Tidak.” Maka
mereka berkata, ‘Kalian yang merawatnya dan kami bagi
buahnya bersama kalian.” Maka, mereka menjawab,
‘Kami mendengar dan kami taat”.

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan
hukum musagah adalah:

a. Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah

memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara

% Rasjid Sulaiman, Figih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 299.
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oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian
dari penghasilan, baik dari buah — buahan maupun dari hasil
pertahun (palawija)” (H.R Muslim).

b. Dari Ibnu Umar: ” Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan
pohon kurma dan tanahnya kepada orang-orang yahudi
Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan
Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya.” (HR.
Bukhari dan Muslim).*

¢. Hukum Musagah
Hukum musagah ada kalanya sahih dan ada kalanya fasid>®:
.a. Hukum musagah sahi
Menurut ulama Hanafiyah hukum musagah sahih apabila:

1) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan
pohon diserahkan kepada penggarap, sedang biaya yang
diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua;

2) Hasil dari musagah dibagi berdasarkan kesepakatan;

3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak
mendapatkan apa-apa;

4) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak;

5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali

ada uzur;

*Ibid., 299.
% A. AzharudilLatift, Figih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.
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Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah
disepakati;
Penggarap tidak memberikan musagah kepada penggarap

lain kecuali jika di izinkan oleh pemilik.

b. Hukum musagah fasid

Musagah fasid adalah akad yang tidak memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan syara’. Menurut ulama

Hanafiyah, musagah fasid apabila:

1)

2
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Mensyaratkan hasil musagah bagi salah seorang dari yang
akad;

Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad;
Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan;
Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarap;
Mensyaratkan  penjagaan pada penggarap setelah
pembagian;

Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja
setelah habis wakt akad;

Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan;
Musagah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap

membagi lagi kepada penggarap lainnya.*’

¥Ibid., 120.
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d. Rukun dan Syarat Musagah
Rukun dan syarat musagah adalah sebagai berikut®:
a. Rukun-rukun musagah yaitu:
1) Shigat,
2) Dua orang yang akad (al-agidain),
3) Objek musagah (kebun dan semua pohon yang berbuah),
4) Masa kerja, dan
5) Buah.
b. Syarat-syarat musagah yaitu:
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-
masing rukun adalah:

1) Ucapan yang dilakukan kadang jelas (sharih) dan dengan
samaran (kinayah), disyaratkan shigat itu dengan lafazd dan
tidak cukup dengan perbuatan saja;

2) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi al-musagah
harus yang mampu dalam bertindak yaitu dewasa (akil
baligh) dan berakal;

3) Dalam obyek al-musaqgah itu terdapat perbedaan pendapat
ulama figh. Menurut Hanafiyah yang menjadi obyeknya
adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan

terong atau pohon yang mempunyai akar ke dasar

%Rachmat Syafi’ie, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 111.
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bumi.**Menurut ulama Malikiyah mengatakan bahwa
obyeknya adalah tanaman keras dan palawija, seperti
kurma, anggur, terong dan apel, dengan syarat bahwa: (a)
Akad al-musagah itu dilakukan sebelum buah itu layak
panen; (b) Tenggang waktu yang ditentukan harus jelas; (c)
Akad dilakukan setelah tanaman itu tumbuh; (d) Pemilik
perkebunan tidak mampu untuk mengelola dan memelihara
tanaman itu. Menurut Hanabilah yang boleh dijadikan
obyek al-musagah adalah tanaman yang yang buahnya
boleh dikonsumsi, maka dari itu al-musaqah tidak berlaku
terhadap tanaman yang tidak berbuah. Sedangkan ulama
Syafiiyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek
itu adalah kurma dan anggur saja. Sebagaimana terlampir
dalam hadist Rasulullah Saw yang berbunyi: Artinya:
Rasulullah Saw. menyerahkan perkebunan kurma di
Khaibar kepada Yahudi dengan ketentuan sebagian
hasilnya, baik dari buah-buahan maupun dari biji-bijian
menjadi mililk orang Yahudi itu;

Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap
setelah akad berlangsung untuk digarapi, tanpa campur

tangan pemiliknya;

*Ibid, 112.
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5) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak
mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka
buat, baik dibagi menjadi dua, atau tiga, dsb;

6) Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena transaksi ini
hampir sama dengan transaksi ijarah ( sewa menyewa ).*°

e. Macam-macamMusagah

Musagah ada 2 macam, yaitu*":

1) Musagah yang bertitik tolak pada manfaatnya, yaitu pada
hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan
kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman)
itu membawa hasil yang baik;

2) Musagah yang bertitik tolak pada asalnya (Cuma mengairi),
yaitu mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari
air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan
air, baik dengan menggali sumur, membuat parit, bendungan,
ataupun usaha-usaha yang lain.

f. Berakhirnya Akad Al-Musagah

Menurut para ulama figh berakhirnya akad al-musagah itu

apabila:

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis;

b. Salah satu pihak meninggal dunia;

“Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.
“'M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004),
16.



34

c. Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh
melanjutkan akad*®. Dalam udzur disini para ulama berbeda
pendapat tentang apakah akad al-musagah itu dapat diwarisi
atau tidak:

1. Ulama Malikiyah: bahwa al-musagah adalah akad yang

boleh diwarisi, jika salah satunya meninggal dunia dan
tidak boleh dibatalkan hanya karena ada udzur dari pihak

petani.

. Ulama Syafi’iyah : bahwa akad al-musagah tidak boleh

dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani
penggarap mempunyai halangan, maka wajib petani
penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan

pekerjaan itu.

. Ulama Hanabilah : bahwa akad al-musagah sama dengan

akad al-muzara’ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi
kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak
boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu
dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua
antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan

yang telah ada.*®

“|bid., 17

*Rahmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 183.
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g. Hikmah Musagah

HikmahMusagah antara lain:

a. Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dan dengan
demikian terpenuhi segala kekurangan dan kebutuhan;

b. Terciptanya saling memberi manfaat antara sesama manusia,;

c. Bagi pemilik kebun sudah tentu pepohonannya akan
terpelihara dari kerusakan dan akan tumbuh subur karena

dirawat.**

2. Mauzara’ah

a. Pengertian Muzara’ah

Muzara’ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah
atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga
atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya
ditanggung pemilik tanah.*

Muzara’ah adalah pemiliki tanah menyerahkan sebidang
tanahnya kepadapihak lain untuk digarap untuk ditanami padi,
jagung dan lain sebaginya. Munculnya pengertian muzara’ah dan
mukhabarah dengan ta’rif yang berbeda tersebut karena adanya
ulama yang membedakan antara arti muzara’ah dan mukha>barah,
yaitu Imam Rafi’l berdasar dhahir nash Imam Syafi’i. Sedangkan

ulama yang menyamakan ta’rif  muzara’ah dan

“Ibid., 184.

**Moh. Rifai, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 194.
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mukha>barahdiantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam
Jauhari, Al Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi
ketetntuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya
dibagi.*®

Dalam penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur-unsur yang
tidak jelas seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari
tanah sebelah sini, dan penggarap mendapat bagian tanaman dari
tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas karena hasilnya
belum ada, bisa jadi bagian tanaman dari tanah sebelah sini yaitu
untuk pemilik tanah bagus dan bagian tanaman penggarap gagal
panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini yang terjadi maka
terjadi salah satu pihak dirugikan. Padahal muzara’ah termasuk
dari kerjasama yang harus menanggung keuntungan maupun
kerugian bersama-sama.

Adapun bisa terjadi pemilik tanah memilih bagiannya dari
tanah yang dekat dengan saluran air, tanah yang subur, sementara
yang penggarap mendapat sisanya. Inipun tidak diperbolehkan
karena mengandung ketidakadilan, kezhaliman dan ketidakjelasan.
Tetapi dalam dalam muzara’ah harus disepakati pembagian dari
hasil tanah tersebut secara keseluruhan. Misalnya pemilik tanah
mendapatkan bagian separuh dari hasil tanah dan penggarap

mendapat setengah bagian juga, kemudian setelah ditanami dan

“1bid., 195.
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dipanen ternyata rugi maka hasilnya dibagi dua, begitu juga bila
hasilnya untung maka harus dibagi dua. Dan pada kasus ini ada

kejelasan pembagian hasil, dan ini diperbolehkan.*’

b. Dasar Hukum Muzara’ah

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama akan hukum
muzara’ah. Ulama Malikiyah, Hanabilah , az-Zhahiriyah, Abu
Yusuf dan Muhammad membolehkan akad al-muzara’ah.
Pendapat mereka ini didukung landasan hukum dari beberapa
hadits dan ijma, antara lain“;

‘1. Hadits Ibnu Umar

e A Ob e e s aile ) e i sk, O
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Artinya: “Dari Ibnu Umar rahuma bahwasanya Rasulullah

shollallohu ‘alaihi wa sallam pernah

memperkerjakan  penduduk  khoibar  dengan

memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan
tanaman.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail dari ulama
Hanafiyah, akad muza>ra’ah tidak boleh. Mereka berdalil dari
hadits riwayat Rafi’ bin Khudaij yang artinya: “Rasulullah
melarang melakukan al-muza>ra’ah”. (HR. Muslim).

Obyek akad dalam al-muza>ra’ah dinilai memiliki dimensi

spekulatif belum dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan

*Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 251.
48y s
Ibid., 152.
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imbalan untuk petani adalah hasil panen yang belum ada (ma’dum)
dan tidak jelas (jahalah) ukurannya, sehingga keuntungan yang
akan dibagikan tidak jelas. Boleh jadi panen gagal dan si petani
tidak mendapat apa-apa dari garapannya, sehingga akad ini
berpotensi  untuk terjadinya kerugian, kedzaliman yang
bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Mereka membantah
dalil yang melegitimasi keabsahan akad al-muza>ra’ah dari para
ulama Malikiyah dengan mengatakan bahwa perbuatan Rasulullah
| Saw dengan penduduk Khaibar, bukanlah al-muza>ra’ah,
melainkan al-kharrajal-muga>samah, yaitu ketentuan pajak yang
harus dibayarkan kepada Rasulullah Saw setiap kali panen dalam
prosentase tertentu.*®
Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa akad al-
muza>ra’ah sah apabila muza>ra’ah mengikut kepada akad
musaqgah. Misalnya, apabila terjadi akad musagah (pengelolaan
perkebunan) dengan pengairan, kemudian ada tanah kosong
diantara pepohonan yang tidak mungkin tidak akan terkena
pengairan dari musagah atau tanah kosong di salah satu sudut area
tanah itu, maka tanah itu boleh dimanfaatkan untuk muza>ra’ah,
artinya akad al-muza>ra’ah ini tidak berdiri sendiri tetapi
mengikut pada akad musagah, bila tidak demikian maka akad al-

muza>ra’ah tidak boleh. Dari ketiga pendapat di atas, madzhab

*Saleh al-Fauzan, Figih Sehari-Hari, diterjemehkan oleh Abdul Hayyik Al-Kattani dkk, (Jakarta:
Gema Insani, 2005),480.
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pertama Yyaitu Jumhur Ulama adalah yang lebih mendekati
kebenaran. Adapun bantahan Imam Abu Hanifah dan Zufar bin
Huzail pada hadits Khaibar dianggap tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap hukum bolehnya al-muza>ra’ah yang banyak
ditopang oleh dalil-dalil lainnya yang lebih kuat.>®
Adapun hadits yang dijadikan dalil mereka yang
menentangnya, yaitu hadits riwayat Rafi’ bin Khudaij adalah hadits
Mudhtarib, yang tidak kuat untuk dijadikan sandaran hukum.
' Dengan demikian Kkita dapati bahwa pendapat Jumhur Ulama
(Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah) adalah pendapat yang lebih
benar, yaitu hukum bolehnya akad al-muzara’ah ini.”*
c. Rukun Al-Muza>ra’ah
Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam muza>ra’ah
yaitu:
1. Pemilik tanah ;
2. Petani/Penggarap;

3. Obyek al- muza>ra’ah (mahalul ‘aqdi);

&

ljab dan gabul, keduanya secara lisan.®
d. Syarat-Syarat Al-Muza>ra’ah
1. Syarat-Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad

(pemilik dan petani) yaitu:

%lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, diterjemahkan oleh Abu Usamah Fatkhur Rokhman, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), 483.

' Abdul Adzim bin Badawi, Al-Wajiz, diterjemahkan oleh Team Tasyfiyah, (Bogor: Pustaka Ibnu
Katsir, 2007), 582.

*2Nasrun Harun, Figih Muamalah, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2000), 115.
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a. Berakal;

b. Baligh.

Sebagian ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa salah satu atau
keduanya (penggarap dan pemilik ) bukan orang murtad, karena
tindakan orang murtad dianggap mauquf, tidak punya efek hukum
hingga ia masuk Islam. tetapi jumhur ulama sepakat bahwa akad
al-muza>ra ahini boleh dilakukan antara muslim dan non muslim
termasuk didalamnya orang murtad.

Adapun benih yang akan ditanam disyaratkan harus jelas, apa
yang akan ditanam-sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu.

2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam yaitu benih
yang akan ditanam harus jelas dan akan menghasilkan.
3. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

a. Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh digarap
dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk ditanami
karena tandus dan kering, maka al-muza>ra’ahdianggap
tidak sah;

b. Batas-batas tanah itu jelas;

c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk
digarap, apa bila pada waktu akad disyaratkan bahwa
pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad al-
muzara’ah ini dianggap tidak sah.

4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah:
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a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus
jelas;

b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad,
tanpa ada unsur dari luar;

c. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk
menghindari perselisihan nantinya.*®
Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani

mengatakan bahwa bila ditinjau dari sudut sah tidaknya akad

al-muza>ra’ah, maka ada empat bentuk al-muza>ra’ah yaitu:

a. Apabila tanah dan bibit dari pemilik tanah, sedangkan kerja
dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek adalah
jasa petani, maka akad al-muza>ra’ahdianggap sah;

b. Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah,
sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja,
sehingga yang menjadi obyek al-muza>ra’ahadalah
manfa’at tanah, maka akad al-muza>ra’ah dianggap sah.

c. Apabila tanah, alat dan bibit dari pemilik tanah dan kerja
dari petani, sehingga yang menjadi obyek al-muzara’ah
adalah jasa petani, maka akad al-muza>ra’ahjuga sah;

d. Apabila tanah dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit,
serta kerja dari petani, maka akad ini tidak sah.

Karena menurut Abu Yusuf dan Muhammad al Hasan,

*Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), 112.
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menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat
akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh
mengikut pada tanah. Karena manfaat alat pertanian itu
tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah untuk
menghasilkan tumbuhan, sedangkan manfaat alat adalah
untuk hanya untuk menggarap tanah. Alat pertanian bagi
mereka harus mengikuti petani penggarap bukan kepada
pemilik tanah.

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan
diawal akad, karena akad muzara’ah mengandung makna akad
al-lja>rah dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab
itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk menentukan jangka

waktu ini biasanya disesaikan dengan adat setempat.>*

3. Mukhabarah
a. Pengertian Mukha>barah
Mukha>barahpada dasarnya sama dengan muza>ra’ah, yang
membedakannya adalah kalau mukha>barah ialah mengerjakan
tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan
sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat).
Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang

mengerjakan. Sedangkan kalau muza>ra’ah ialah mengerjakan

*Ibid., 113.



43

tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan
sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat).
Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang
memiliki tanah.>

Dengan adanya praktek mukha>barahsangat menguntungkan
kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah atau ladang maupun
pihak penggarap tanah.

Pemilik tanah lahannya dapat digarap, sedangkan petani dapat
meningkatkan tarap hidupnya.

b Syarat Mukha>barah
Karena pada dasarnya akad mukha>barahsama dengan akad

muza>ra’ah maka segala ketentuan yang terkait dengan
mukha>barahsama pula dengan ketentuan-ketentuan yang terkait

dengan akad muza>ra’ah

c. Dasar Hukum Mukha>barah
Akad mukha>barahdiperbolehkan, berdasarkan hadits Nabi
saw,yang artinya: “Sesungguhnya Nabi telah menyerahkan tanah
kepada penduduk Khaibar agar ditanami dan diperlihara, dengan
perjanjian bahwa mereka akan diberi sebagian hasilnya.” (HR

Muslim dari Ibnu Umar ra.)®®

>Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 101.
*Ibid.,102.



